
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

CASCADING KECAMATAN

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan

(PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK) (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)
(PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)
(PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) (PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)

(PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)

(PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan

TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

(JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP) (JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP)

(PERSENTASE  LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA YANG 

BERPARTISIPASI DALAM 
MUSRENBANG DESA)

(JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP)

(JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP)

(PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN 
MASYARAKAT DALAM MENJAGA 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM)

(JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP)

TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
TERSELENGGARANYA PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA

TERSELENGGARANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM

TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Desa 

Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai 
Standar Pelayanan

Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai 
Standar Pelayanan

Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi
Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan yang Difasilitasi

Persentase Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan yang Difasilitasi

(Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
(Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah)

(Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa)
(Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)

Terselenggaranya Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar 
Pelayanan

Terselenggaranya Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar 
Pelayanan

Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Pemberdayaan 
Masyarakat di Tingkat Kecamatan

(Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan)

(Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat) (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa) (Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan)
(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan)

(Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa)

Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan 
Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah
Terselenggaranya Ketentraman dan 

Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan 

Persentase Penyelenggaraan  Ketentraman dan Ketertiban Umum di 
Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi

Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai 
Penugasan Kepala Daerah

Persentase Penyelenggaraan  
Ketentraman dan Ketertiban Umum di 

Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi
Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya 

(Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan)

 (Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan)

 (Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan)

(Evaluasi Kelurahan)

(Peningkatan Kesadaran Keluarga 
dalam Peningkatan Pendidikan dan 
Keterampilan untuk Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing)

(Penumbuhan dan Peningkatan 
Kesadaran Keluarga dalam 
Keterlibatan Perencanaan 

Kehidupan Menuju Keluarga 
Berkualitas)

(Fasilitasi Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan)

(Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan)

(Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan)

(Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa)

(Sinkronisasi Program Kerja dan 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat yang Dilakukan oleh 
Pemerintah dan Swasta di 
Wilayah Kerja Kecamatan)

(Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan)

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

(Fasilitasi Penataan, 
Pemanfaatan, dan 

Pendayagunaan Ruang Desa  
serta  Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa)

Terlaksananya Pelayanan di 
Tingkat Kecamatan 

Terlaksananya Pelayanan di 
Tingkat Kecamatan 

Terlaksananya Pelayanan di Tingkat Kecamatan 
Terakomodirnya  Partisipasi 

Masyarakat dalam Musyawarah 
Pembangunan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

(Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa)

(Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa)

(Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan Perangkat Desa)

(Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa)

(Fasilitasi Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 
Desa)

(Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif)

(Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi 
dan Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan)

(Sinergitas dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 
Wilayah Kecamatan)

(Harmonisasi Hubungan dengan
 Tokoh Agama dan Tokoh

 Masyarakat)

(Pembinaan Kerukunan Antar 
Suku dan Intra Suku, Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan 
Lainnya Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional)

(Pelaksanaan Semua Urusan 
Pemerintahan yang Bukan 

Merupakan Kewenangan Daerah  
dan Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal)

(Fasilitasi Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Terlaksananya   Pemberdayaan    
Masyarakat    di Kelurahan

Terlaksananya Evaluasi Kelurahan

Terlaksananya Peningkatan 
Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 
Keterampilan untuk Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing

Terlaksananya Penumbuhan dan 
Peningkatan Kesadaran Keluarga 

dalam Keterlibatan Perencanaan     
Kehidupan     Menuju     Keluarga

Berkualitas

Terlaksananya Peningkatan 
Kualitas Administrasi Umum 

Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi 
Pembangunan Desa dan 

Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi 
Pembangunan Desa dan 

Kelurahan

Terlaksananya Peningkatan 
Kualitas Administrasi Umum 

Desa dan Kelurahan

Terlaksananya  Fasilitasi 
Percepatan  Pencapaian Standar     

 Pelayanan    Minimal     di     
Wilayah Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa

Terlaksananya Sinkronisasi 
Program Kerja dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat yang
Dilakukan oleh Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah Kerja 
Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Terlaksananya Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintahan Tingkat 

Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya Peningkatan 
Kualitas Administrasi Umum 

Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Peningkatan 
Kualitas Pengelolaan Keuangan 
serta Aset Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Peningkatan 
Kualitas Administrasi Umum 

Desa dan Kelurahan

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terlaksananya Peningkatan Kualitas 
SDM Keluarga

Terlaksananya Peningkatan Kualitas 
SDM Keluarga

Terakomodirnya  Partisipasi 
Masyarakat dalam Musyawarah 

Pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi 
Penataan, Pemanfaatan, dan 
Pendayagunaan Ruang Desa 

serta
Penetapan dan Penegasan Batas 

Desa

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan di 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan di 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi 
Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 

dan Perangkat Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban 

Lembaga Kemasyarakatan

Terlaksananya Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 
Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Harmonisasi
 Hubungan denganTokoh Agama

 dan Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan 
Kerukunan Antar Suku dan Intra 
Suku, Umat Beragama, Ras, dan

Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas

Keamanan Lokal, Regional, dan 
Nasional

Terlaksananya Semua Urusan 
Pemerintahan yang Bukan 

Merupakan Kewenangan Daerah
dan Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal

Terlaksananya Fasilitasi 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan

Terbangunnya Sarana dan 
Prasarana Kelurahan

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Ditingkatkan Kualitas 

Administrasi Umumnya

(Jumlah       Laporan       Fasilitasi       
   Percepatan Pencapaian    

Standar    Pelayanan    Minimal    di
Wilayah Kecamatan)

(Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan)

(Jumlah  Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan)

(Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa)

(Jumlah Dokumen Sinkronisasi 
Program Kerja dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat yang 
Dilakukan oleh Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah Kerja 
Kecamatan)

(Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan)

Jumlah Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Ditingkatkan Kualitas 

Administrasi Umumnya

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Ditingkatkan Pengelolaan 

Keuangan dan Asetnya

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Ditingkatkan Kualitas 

Administrasi Umumnya

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Keluarga yang Ditingkatkan 
Kualitas SDMnya

Jumlah Keluarga yang Ditingkatkan 
Kualitas SDMnya

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam 

Musyawarah Pembangunan

Jumlah Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Fasilitasi Kegiatan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan)

(Jumlah Sarana dan Prasarana 
Kelurahan yang Terbangun)

 (Jumlah Pokmas dan Ormas yang 
Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan)

(Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kelurahan)

(Jumlah Keluarga yang Mengikuti 
Peningkatan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Pendidikan dan 
Keterampilan untuk Mewujudkan 

Sumber Daya   Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing)

(Jumlah Keluarga yang Mengikuti 
Penumbuhan dan Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 
Keterlibatan   Perencanaan   

Kehidupan   Menuju
Keluarga Berkualitas)

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Ditingkatkan Kualitas 

Administrasi Umumnya

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Difasilitasi Pembangunannya

Jumlah Desa dan Kelurahan yang 
Difasilitasi Pembangunannya

(Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam Rangka Penataan, 

Pemanfaatan dan 
Pendayagunaan Ruang Desa 

serta Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa)

(Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam Rangka 

Administrasi Tata Pemerintahan 
Desa)

(Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam Rangka 

Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa)

(Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam Rangka Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan Perangkat Desa)

(Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam Rangka Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa)

(Jumlah Dokumen Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan  Pembangunan 
Desa)

(Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam Rangka Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif)

(Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 
Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi 

dan Kewajiban Lembaga 
Kemasyarakatan)

(Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 
dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan)

(Jumlah Laporan Pelaksanaan
 Harmonisasi Hubungan dengan

 Tokoh Agama dan Tokoh
 Masyarakat)

(Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Kerukunan Antar Suku 
dan Intra Suku, Umat Beragama, 
Ras dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional)

(Jumlah Dokumen Semua Urusan 
Pemerintahan yang  Bukan  

Merupakan  Kewenangan  Daerah 
dan Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal)

(Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 
Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum)

Crosscutting


